
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

Pembangunan di Indonesia masih terus dilaksanakan walaupun sekarang ini keadaan 

Negara yang kurang stabil. Pembangunan ini meliputi segala bidang aspek kehidupan, pada 

hakekatnya menciptakan suatu masyarakat yang adil dan makmur bagi bangsa Indonesia. 

Upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat agar semakin adil dan merata harus terus 

ditingkatkan, pertumbuhan ekonomi harus ditingkatkan melalui upaya nyata dalam bentuk 

perbaikan pendapatan dan peningkatan daya beli Masyarakat.  

Perubahan ke 4 (empat) UUD 1945 menyatakan jelas mengenai bentuk dan susunan 

pemerintahan daerah dalam kerangka Negara Republik Indonesia. Pasal 18 ayat (1) berbunyi 

: “ Negara Kesatuan Repulik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah 

propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap propisi, kabupaten dan kota itu 

mempunyai pemerintahan daerah yang diatur Undang-Undang”.Sedang Pasal 18 ayat (5) 

UUD 1945 menyebutkan bahwa:“pemerintah daerah merupakan daerah otonom yang dapat 

menjalankan urusan pemerintahan dengan seluas-luasnya serta mendapat hak untuk mengatur 

kewenangan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan 

sebagai urusan pemerintahan pusat”. 

Ditetapkannya Undang-Undang Otonomi daerah yang telah dilaksanakan oleh Bangsa 

Indonesia merupakan salah satu tuntunan reformasi yang saat ini merupakan hal yang telah 

dilaksanakan oleh setiap daerah untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada 

masyarakat serta menuntut kepada setiap daerah yang ada untuk dapat mandiri dalam segala 

bidang termasuk yang paling signifikan adalah meningkatkan dalam sektor pendapatan asli 

daerah. Termasuk didalamnya adalah pajak dan retribusi yang termasuk pajak parkir, pajak 



 

parkir yang dipungut ini nantinya akan memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli 

daerah. 

Diberlakukan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Tentang Pemerintahan Daerah 

memberikan lebih banyak kewenangan kepada daerah dalam menjalankan fungsi 

pemerintahan, Undang-Undang tersebut merupakan landasan yuridis bagi pengembangan 

otonomi daerah di Indonesia. Pemberian otonomi kepada daerah bertujuan memberi 

kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, guna 

meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka 

pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Hakekat otonomi daerah untuk 

melancarkan jalannya pembangunan sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan rakyat 

yang harus diterima dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Penyelenggaraan 

otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan 

bertanggung jawab kepada daerah secara profesional yang diwujudkan dengan pengaturan, 

pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan. Untuk 

menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab diperlukan 

kewenangan dan kemampuan menggali sumber-sumber  keuangan sendiri. Dengan 

diberlakukannya Undang-Undang tersebut kewenangan daerah menjadi lebih besar untuk 

mengelola dan untuk mengurus rumah tangganya sendiri termasuk mengelola sumber-sumber 

peneriman daerah. Sumber-sumber penerimaan daerah tersebut digunakan untuk mendukung 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

Menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sumber pendapatan 

Daerah terdiri dari:  Pendapatan Asli Daerah Sendiri, yang terdiri dari:  Hasil Pajak Daerah, 

Hasil Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan 

Daerah yang dipisahkan, Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah, dan  Dana Perimbangan. 



 

Dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menetapkan 

ketentuan-ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijaksanaan dan arahan bagi 

Daerah dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, juga menetapkan 

pengaturan yang cukup rinci untuk menjamin prosedur umum perpajakan dan Retribusi 

Daerah. Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagai subsistem Pemerintah Negara 

dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintah 

dan pelayanan Masyarakat sebagai Daerah Otonomi. 

Menurut Prof.Dr.PJA. Adriani (pernah menjadi Guru Besar pada Universitas 

Amsterdam), beliau memberikan defenisi pajak sebagai berikut: “pajak adalah iuran pada 

negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut 

peraturan-peraturan dengan tidak dapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan 

yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan 

dengan tugas pemerintah”. Kesimpulan yang dapat ditarik dari defenisi tersebut adalah 

bahwa Adriani memasukkan pajak, sebagai pengertian yang dianggapnya sebagai “species” 

kedalam genus  pemungutan (iuran). Pungutan ini dapat dibagi dalam Pajak dan Retribusi.
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Salah satu problema yang dihadapi oleh sebagian Daerah Kabupaten/Kota di 

Indonesia dewasa ini adalah berkisar pada upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah 

(PAD). Problema ini muncul karena adanya kecenderungan berpikir dari sebagian kalangan 

birokrat di Daerah yang menganggap bahwa parameter utama yang menentukan kemandirian 

suatu Daerah di era Otonomi adalah terletak pada besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Realitas mengenai rendahnya PAD di sejumlah Daerah pada masa lalu, akhirnya 

mengkondisikan Daerah untuk tidak berdaya dan selalu bergantung pada bantuan pembiayaan 

atau subsidi dana dari Pemerintah Pusat. Rendahnya konstribusi pendapatan asli Daerah 

terhadap pembiayaan Daerah. Selain karena persoalan kewenangan yang terbatas dalam 

memobilisasi sumber dana Pajak dan retribusi, juga terdapat persoalan yang bersifat teknis 

yuridis yaitu dalam bentuk regulasi yang dijadikan dasar hukum bagi Daerah untuk 
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memungut Pendapatan Asli Daerah, baik yang bersumber dari Pajak maupun dari Retribusi 

Daerah. 

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah 

daerah, bahwa hal yang mendasarkan Undang-Undang ini adalah untuk mendorong 

memberdayakan masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi DPRD. Oleh itu Undang-

Undang ini menempatkan Otonomi Daerah secara utuh pada daerah Kabupaten dan 

Kota.Dalam rangka pencapaian pelayanan dan pelaksanaan pembangunan secara efektif dan 

efisien, maka setiap daerah harus secara kreatif mampu menciptakan dan mendorong semakin 

meningkatnya sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah. Salah satu sumber-sumber 

Pendapatan Asli Daerah yang potensial adalah dari sektor jasa perpakiran, sumber-sumber 

keuangan atau sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah seperti yang tertuang dalam Undang-

Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Prinsip Otonomi Daerah 

menggunakan Otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus 

dan mengatur semua urusan pemerintah diluar yang menjadi urusan yang ditetapkan dalam 

Undang-Undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan serta, prakarsa dan 

pemberdayaan masyarakat. 

Pemungutan Retribusi Parkir di Kota Padang adalah salah satu dari pelaksanaan 

otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab sebagai mana yang dimaksud dalam 

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah merupakan upaya 

pemerintah daerah dalam rangka untuk memperoleh dana sehubungan dengan 

penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan daerah. Perparkiran adalah 

merupakan bagian dari sub sistem lalu lintas angkutan jalan penyelenggaraan dilaksanakan 

oleh pemerintah daerah, dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan kepada masyarakat di 

bidang Perparkiran, penataan lingkungan, ketertiban, dan kelancaran arus lintas serta sebagai 



 

sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).Untuk itu pemerintah daerah Kota Padang bersama-

sama masyarakat menetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2011 tentang pajak daerah 

yang didalamnya diatur tentang pajak parkir. 

Dasar pengenaan pajak parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya 

dibayar kepada penyelenggara tempat parkir. Dasar pengenaan pajak parkir dapat ditetapkan 

dengan Peraturan Daerah. Jumlah yang seharusnya dibayar didalamnya termasuk potongan 

harga parkir dan parkir cuma-cuma yang diberikan kepada jasa parkir. Tarif pajak parkir 

ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dan tarif tersebut ditetapkan dengan 

peraturan daerah. Besaran pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara 

mengalihkan tarif dengan pengenaan pajak. Pajak Parkir yang terutang dipungut di wilayah 

daerah tempat parkir.
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Beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi Pemerintah Daerah Kota Padang dalam 

menetapkan target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Faktor yang amat penting 

dan mempengaruhi Pemerintah Daerah Kota Padang dalam menetapkan target pendapatan 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Padang adalah situasi dan kondisi perekonomian 

dan politik yang kondusif. Hal ini menjadi penting artinya karena kedua hal ini dapat 

dikatakan sebagai dua sisi mata uang dan dapat menentukan hitam-putihnya realisasi 

penerimaan. 

Dalam kejadian sehari-hari banyak sekali saya temukan parkir liar yang mana banyak 

oknum yang meminta uang parkir tetapi uang yang dibayarkan tersebut malah digunakan 

untuk kepentingan pribadi dan tidak dimasukkan kedalam APBD Kota Padang. Hal ini sangat 

menarik karena jika seharusnya ini masuk dalam APBD maka akan sangat memberikan 

kontribusi kedalam APBD, maka dari itu diharapkan dengan melakukan penelitian mengenai 

hal ini penulis dapat mencari permasalahan yang sebenarnya terjadi mengenai peparkiran di 

Kota Padang dan mendapatkan solusi dari permasalahan yang terjadi. 
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Dari latar belakang permasalah diatas, maka penulis tertarik meneliti tentang 

“PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PAJAK PARKIR DI KOTA 

PADANG” 

 




